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ABSTRAK

Lisdayanti, NIM: Y« oYWV YYATY . ' Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan
dalam Fikih Islam (Pembimbing I M. llham Muchtar, dan Pembimbing Il Rapung).

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai hukum kepemimpinan
politik perempuan dalam Fikih Islam, dan membahas dua permasalahan pokok, yaitu:
() Apa saja batasan kepemimpinan perempuan dalam Fikih Islam, (Y) Apa hukum
kepemimpinan politik perempuan dalam Fikih Islam.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengambil jalur penelitian pustaka
dengan dua tahap penyusunan. Tahap pertama adalah mengumpulkan data - data terkait
dari buku-buku ulama, artikel, dan karya ilmiah yang membahas pokok bahasan
tersebut. Tahap kedua adalah menyusun data — data yang ada dengan menyalin dan
mengaturnya setelah membaca dan meneliti kesesuaiannya dengan subjek penelitian.

Hasil penelitian adalah: ()) Terdapat perbedaan pendapat antara ulama
terdahulu dan ulama kontemporer mengenai batasan kepemimpinan perempuan, ulama
terdahulu mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan lemah dalam melakukan
banyak hal, karena perempuan kekurangan akal dan agama, dan itu bukan hanya karena
kelemahannya, tetapi Hal ini juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang harus ada
pada perempuan, seperti siklus menstruasi, kehamilan dan persalinan, menyusui, dan
membesarkan anak. Ulama kontemporer menekankan pada kekuatan manusia secara
umum, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa di antaranya memberikan
argumentasi bahwa kemampuan dan keterampilan tidak bergantung pada gender. (Y)
Ulama terdahulu sepakat bahwa kepemimpinan perempuan tidak sah untuk disebut
sebagai Imamah Besar, dan ulama kontemporer sependapat dengan Ulama terdahulu,
bahwa kepemimpinan perempuan tidak sah untuk disebut Imamah Besar, namun ulama
kontemporer menambahkan bahwa dibolehkan perempuan menjadi pemimpin di
wilayah yang lebih kecil seperti kota dan desa, dengan syarat mereka mempunyai
keterampilan kepemimpinan. Di era sekarang, perempuan diperbolehkan menjadi
pemimpin daerah meskipun memiliki keterbatasan seperti hamil, melahirkan, dan
menyusui karena pekerjaan seorang pemimpin dapat diselesaikan dengan stafnya jika
pemimpin tersebut berhalangan.
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